PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI -
NOMOR : 12 TAHUN 1961 |
TENTANG
KEPUTUSAN-DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI
t bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan
pasal 38 Undang=undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daersh Pro-
pinsi Daersh Tingkat I Jambi tentang Keputusan Desa.

: 1. Undang-undang Nos61 Tshun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) -
tentang Penbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Janmbi,

2. Undang-undang Nos5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Noe38 TLN -
- 3037) tentang Pokok=pokok Pemerintashan Di Daerah.

3« Undang-undang Nos5 Tahun 1979 (LN Tzhun 1979 Noe56 TLN -
No.3153) tentang Pemerintshan Desa.

4. Keputusan Presiden No28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan
dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No,l Tahun 1981 tentang =
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pdmerintahan Desa dan-
Perangkat Desa. _

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1961 tentang -
Perbentukan Lembaga Musyawarah Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noe3 Tahun 1981 tentang -
Keputusan Desa. .

Dengen persetujuan Dewan Perwokilan Rakyat Daersh Propinsi.
Daerah Tingkat I Jambi. '

MEMUTUSKAN

Mmmet=pkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingket I Jambi tentang
- Keputusan Desa. .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimeksud dengan @
De ge?e;:‘biz;tah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daersh Tingkat
a L]
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be Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Janbi,

¢s Bupati/Walikotamadya Kepala Daerch Tingkat II adalah Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daersh
Tingkat I Jambi. ‘ : _

d.CCamat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi -
‘Daerah Tirgkat I Jambi, Y » - :

€. Keputusan Desa ialah sema Keputusan-keputusan yang telah di
tetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimifaket-
kan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pe -

- nhgesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

g. Keputusan Kepela Desa ialah semua keputusan yang merupaken -
pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebi jdksanaan Kepala De-
82 yang menyangkut pemerintshan dan pembangunan di desa se -
panjang tidak bergentangan dengan kepentingan urum maupun -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ge Lembaga Musyawarsh Desa adaleh Lenbagn Permusyawaratan/permy
fakatan yang keanggotaannya terriri atas Kepala-kepala Dusun

~ Pimpinan Lembangan=lenmbangan Kemagyarakatan.

he Lembaga ketehanan Desa adalsh Lembaga Masyarakat di desa at-
au Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan
merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan -
yeng memadukan peleksana perbagai kegiaton~Pemerintsh dan -
prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan keta
hanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek idiologi, politik—
ckonomi, sosial budaya, Agama dan pertahanan keamanan.

: BAB II
SYARATSYARAT DAN TATA CARA EENGAHBILANIKEPUTUSﬁN

Pasal 2 .

£1)s Dalam rangka menetapkan kepﬁtuﬂan Desa lembaga'Musya.warah Desa -
- mengadokan rapat yang harus dihadiri oleh :

2« Sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Lembaga Musyawa
rah Desa,

be Kepala DEsa dan Perangkat Desa, Disaksikan oleh Camat atau Pe
Jabat lain yang ditunjuk olehnya.

(2)+ Dalam hal jumleh anggota Lerbaga Musyawarah Desa selanbatelambate
nya 3x24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Musyawarah Desa Mengada -
kan rapat untuk menctapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud da
lam pasal 2 ayat (1)

3)+ Apebila Rapat Lembaga Musyawerah Desa dinya tidek sah maka -

(3) Kgigla DEsg setelah menggzgar pertimbangan nggnbaxat mcnentukan-
waktu untuk mengadekan rapat kenbali/berikutnye, sclambat-lanbatnya
3 (tiga) hari sctekah ropat pertamn,

P&Sal 3.00.!.0!!.0....00-0



Pasal 3.

{3). Rancangan Keputusan Desa disusun odeh Kepala Desa dan disampai
kan kepada para Lembaga Musyawarazh Desa selambat-lambatnya 3 X
24 jam sebelum Lenbaga Musyawerah Decsa mongadskan rapat untuk-
menet?pl)can Keputusan Desa scbagaimana dimaksud dalem pasal 2 =
ayat (1)« ' -

£2). Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibentu =
oleh Perangkat Desas _ . :

Pasé.l 4

(1)e Agar dapat mengetahui den menjalamkan keinginan masyarakat, mg
ka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran
Penerimasn dan pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah DEsa meng
adakan Rapat Desa dengan masyarakat sesual dengan kundisi setem
pat ]

(2)s Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Cg
mat atau pejabat lain yang dittmauk olehnysa.

Pasal )

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa di
dalam penyusunannya Kepala Desa di samping dibantu oleh Perangkat -
desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desae

Pagal 6

(1), Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufekat den harus
mencerminkan keinginen masyarakat Desa yang bersangkutan ser=—
ta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-unda -
ngan yang berlaku. ;

(2). Dalam penetapan Keputusan Desa scbagaimena dimaksud ayat (1)
sejauh mungkin dihindari adanya pungutan suara.
(3)s Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau peja=

bat lain yang ditunjuk olechnya berkewajiban untuk memberikan-
pengarahan.

BAE - III
BENTUK KEPUTUSAN
Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditctapkan scbagaimana tercantum dalam lam=
piran Peraturan inie. -

BAB Iv
TATA CARA PENGESAHAN
Pasal 8

(1), Keputusan Desa scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat di -
laksanskan sctelsh mendapatken pengesahan dari Bupati/Waliko-
tamadya Kepala Dacrah Tingkat II.
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(2)s Kepu{:usaﬁ Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati/Waliko
tamadya Kepala Daerah Tingkat I1 sebagaimana dimsksud dalam =
ayat (1) adalsh Keputusan Desa yang : :

a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur,

b Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masya
rakat Desa.

ce menetapkan segala sesudtu yang menimbulkan beban bagi Keua-
ngan Desa.

(3)« Untuk mendapatkan:pengesahan sébagaimana dfimaksud dalam ayat 1

selambat-lembatnya 30 (tiga puluh) hari setelsh sckesainya mu-

. syawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikotamadyae
Kepala Daerach Tingkat IT melalui Camag.

Pasal 9

(1) Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II seteleh menerima
Keputusan Desa sebagaimena dimeksud dalam pasal 8 ayat (3) se-
lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudsh dapat membe-
rikan pengeschan atau penolakannyae

(2)s Apabila dalam waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II belum menmberiken penge-
sahan maka keputusan Desa tersebut dinyataljan berlaku.

Pagsal 10

(1)s Keputusan yang telah dischken olech Bupati/Walikotamadya Kepala
Daeraly Tingkat II selambatelambatnya 30 (tiga puluh) hari ter—
hitung mulai tanggal pengeschan sudsh harus dapat diterima =
oleh Kepaka Desa melalui Camat.

(2)s Keputusan Desa yang ditolak olch Bupati/Walikotamadya Kepala =

Daersh Tingkat IT selambag=-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhi
tung mulai tanggal penolakan harus dapat diterime oleh Kepala-
Desa melalul Camat disertai dengan penjelasan don petunjuk semer
perlunya untuk dimusyawarahken/dimufskatkan kembali dengen Lem
baga Musyawarah Desas

BAB v
PELAKSANAAN

Pagsal ¥ .
(1)¢ Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalem pasel 10 ayat (1)
harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.

(2)s Dalam melaksanakan Keputusan Desa scbageimana dimoksud da-
: lam ayat (1) Kepala Desa Dibantu oleh Perangkat Desas

(3)s Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunane
Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa d-n Lembaga -
Ketahanan Masyarakat Desae

Pasal 12..0.0*31010.-.0..--0



Pasal 12

1) Pada saat pemungutan suara dilakukan, Panitia Pemilihan berke -

)

)

(2)

{3)

wajiban untuk ¢

2« menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar,
tertib; aman dan teratur .

be menjamin pelaksanaan pemunguten suara secara ﬁertib den teratur,

Fada saat pemungutan suera dilaksanaken, para calon Kepala Desa
harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelak
Sanaan permngutan suars. ol '

Panitia Pﬁmilihan menjazd agar setiap 6rang yang berhak memilih
Banya menberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang di -
wzkilkan dengan slasan apapun. :

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apebila jumlah yang hadir -
untyk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per -
tiga) dari jumlah selurvh pemilih yang teleh disahkan.

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihe
nya kurang deri yang ditentuken sebagaimena dimaksud dalamayat <
(1) pemilihan Kepala Desa dingataken batal dem selarbat-lanbat -
nya tiga hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengg
dakan pemilihan ulangan.

Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya dari %—esetengah) dari jumleh seluruh -
pemilih yang telah disshkan, maka berlakunya ketentuan penunjukan
Pejabat Kepala Desa sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 14

Calon Kepala Desa yang dinaystakan terpilih ialkh calon yang men
dapat Jurlah dukungan suara ﬁerbanyak,=sekurang—kurangnya 1/5 dari
Jumleh pemilih yang menggunaken hak pilihnya. '

Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang meka calon
Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat -
dukungan stiiara sekurang-kurangnysa %—(setengah) ditambah satu dari
Jumlah pemilih yang mengeBnakan hak pilihnya.

Pasal 15

Dalam hal tidak secrang calonpun yang mendapat dukungen suara ter
banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Panitia Pemilihan =
mengadakon pemilihan ulangan. ;

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimena dimaksud dalam ayat (1)-
hasilnya tetap sama, maka berlakulsh ketentuan petunjukan peja -
bat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalem pasal 3.

Pasal 16

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat
Jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 14 de;
ngan junlsh yang sama, maksa pemilihan ulangan diadskan hanya =
untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak

yang samae

Dalam hal pemilihan ulangan scbagaimena dimeksud dalam ayat (1)

hasilnya tetap sa,a pula, maka untuk menetapkan calon yang ber -
sangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh

Panitia Peneliti dan Penguji dalam sampul yang disegel.

Pengision daftar pertanyaen sebagaimana dimaksud delem ayat (2)-
dilaksanakan pada hari dan tanggal pelasksanaan pemungutan suara
seteleh sclesainya perhitungan suara.

) T



(%) Milai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanysan se -
bagaimana dimaksud dalan ayat (3) menentukan calon sebagai pe -
meang, -

Pasal 17

(1) Panitia Pengawasan menetapkan tempat dan tanggan dindakan rya pe-
milihan ulangen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan
(3)» pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) aan selanbat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama, -

(2) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam aynt (1) dinyataken
sah apabila %?fsetengah) dari jumlah pemilih yang telah dinyatakan
sah oleh Ponitia Pengawasan, hadir untuk menggunakan hak pilihnya
dan dalam hal ini ketentuan pasal 14 tetap berlaku,

Pasal 18

Dalam hal pemilihan uléngan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat
(2) tidak berhasil, maka berlakulah ketentuan pemunjukan Pejabat Ke-
pala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3%,

Pasal 19

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelake
Sanaan pemungutan suara harus disediskan 2 (dua) tempat kotak susps
atau 2 ?dua) tanda gambar yeng berbeda masing-masing untuk suara yang
mendukung dan yang tidak mendukung.

Pgsal 20

Setelah Pemungutan suara selasai maka ketua Panitia Pencalonan dan Pelak
sana Pemilihan pada hari dan tanggzal itu Juga, segera;

as Memanda tangani berita acara Jalannya pemungutan suara bersama=samg -
dengen para calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa Pelaksanaan Pemu~
ngutan Suara telzh berjalan dengan lancar,tertib dan teratur,

e mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menanda tangani
berita acara perhitungan suara bersamaesama dengan para calon Kepala -
Desa.

Pasal 21
Setelsh selesai pelaksanasn pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pencalo

an dan Pelaksanaan Pemilihan selarbat-lambatnya 1/ (empat belas) hari =
terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, segera mengajukan berita
acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggung jawalban biaya pemilihan
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daersh Tingkat IT melalui Camat.

BAE  VIII

PENGESAHAN, PENGANCKATAN DAH PELANTTKAN |
KEPALA DESA |
Pgsal 22

(1) Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepa-
la Dgerah Tingkat IT atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .~ =
d8ngan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selam—

bat=lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita acara den
laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21.

() S -




{2) Eepala calon terpilih yang diangkat sebagal Kepala Desa diberiken
petikan dari Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II sebagaimana dimaksud ayat (1) ; :

Pasal 23

12} Selambat~lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelsh diterbitkanriya =
Eeputusan Bupati/falikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, maka Ke
pala Desa yang bersangkutan sudah dilantik oleh Bupati/Walikotae
=adya Kepala Daerah Tingkat IT atau pejabat yang ditunjuk olehnya
atas nama Gubernur Kepala Daersh Tingkat I.

12} Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala=
Desa yang bersangkutan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji-
dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupatl/Waliketamadya Kepalae
Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para ang
gota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka=pemuka masyarakat lainnya

dalam Wilayah Desa yang bersangkutans

Pasal 24

Basa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tehun terhitung sejak kangg
S=nggal pelantikannya dan dapat diangkat kemball setelah melalui pe
=i1ihen untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 25

(7). Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia penca

lonan dan pelaksana pemilihan kepada Bupati/Walikotamadya Kepa=
la Daersh Tingkat II melalui Camat setelah dimusyawarahkan de =
ngan Lenbaga Musyawarah Desa. : _

{2). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan besarwya
nya biaya pemilihan Kepala Desa. '

{3). Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditangpung bersama oleh Pemerinteh Daerah Kabupaten/Kotamadya =
Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama Warga Desa.

\%). Biaya pemilihana Kepala Desa dipergunakan untuk &

a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda
/surat suars, pembuatan tanda gambar calon dan sebageinya -
yang sejenis).

be pendaftaran pemilihe

¢e pembuatan bilik/karmet tempat pemilihan.

de penelitian syarat-syarat calone

s honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapatesapate
f. honorarium petugass

(5). Bupati/Walikotamadya Kepala Daersh Tingkat YI memberiksn petun
Juk lebih lanjut kepada Panitia Pencalonan dan Pelaksanzan Pee
milihan mengenai pedoman pengajuan remeana biaya pemilihan Kee
pala Desae ;

Pasal 26

“anitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberiken laporan per =
tangaung jewaban baiaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
=adya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB XCCJ0.0



BAB * X
- - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA '

Pagal 27

(1)« Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalem suatu tindak pi-
dana atas usul Camat dapat diberhentiankan sementara.

(2)e Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati/Waliko -
kotamadya Kepala Daersh Tingkat II.

(3)s Selama Kepala Desa Dikenakan Perberhentian sementara, maka Peker

(4)+ Atascusul dan saran dari Camat dengan Berdasarkan Keputusan pe=
ngadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka Bupati/Wali-
kotamadya Kepala Daerah Tingkat IT mencabut Keputusan penberhen

Pagal 28

(1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya kepala Dag
-+ rah Tingkat IT atas nama Gubernmur Kepala Daerah Tingkat I Kare-
na 3

as meninggal dunia ;
be berakhir maga Jebatannya dan telah dilantikan Kepala Desa
..yang baru ;
Ce atas permintaan sendiri 3
de tidak l?g§ memenuhi suatu Syarat Yang ditentukan dalam pasal
T ayat (1)
Cs tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk
. desa terhadap kepemimpinannya sebagai kepala Desa 5
de Sebeabwsebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peratu =
ran perundang=undangan dan atau norma=norma kehidupan masya-
rakat Desa tersebut ,

(2)« Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan -
atas usul Camat setelah diadakan penglitian oleh Bupati/faliko-
tamadya Kepala Daerah Tingkat IT secara seksama.

BAR X1
LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 29

(1) Jabatan Kepala Desa Lowong karena Kepala Desa berhenti atau di-
berhentikan oleh pejabat yang be wenang mengangkat.

(2)+ Selambatelambatnya dalam wakby 1 (satu) bulan terhitung mulai -
saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimeksud dalam -
ayat (1) harus sudsh dimulas persiapan Pelaksanaan pemilihan Ke
pala Desa,

(3)s Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
diselanggarakan selambat~lanbatnya dalam wakty D (dua) bulan -
sejak lowomgennya jebatan Kepala Desa,

(4)+ Apabila dalam waktu 2 (dua) bulen tidak dapat dilaksanakan Pe-
milihan Kepala Desa, maka Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah -
Tingkat II mengajukan permohonan perpanjangan walcku pemilihan.-
Kepala Desa kepada Gubernur Kepala Gubermur Kepala Daerah Tk I.




{3) Dalom hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat’” lain ka-
rena situasi dan kondisi setempat belum me an, pemilihan
Kepala Desaz dgpat ditangguhken paling lama 1 (satu) tahun.

{S) Dz=lam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat sebagai~
mena dimsksud dalem ayat (5) meka berlakulsh ketentuan penunjuk
an pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB XIL
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

Engzota Ppnitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimcksud dalam =
me==1 4 ztau siapapun juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap-
Irsfentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan
mribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif-
sesu=i dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn yang berlaku.

BAB XIII _
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 31
Fads saat mulai berlakunya Peraturan Daersh ini, maka Peraturan lain
F=n= bertentangan dengen Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32 '

Ie;ala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah iniy se-
#21=h diadaken penilaian oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah =
Tingkat IT dengan hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapi =
mesa jabstannya 8 (delapan) tahun terhitung mulai yang bers.anglcutan
dElantik sebagal Kepala Desae

Pasal 33

Zal-hal lain yang belum diatur didalem Peraturan Daerah ini sepan -
Jeng peloksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dan dengan Keputus
am Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34
“Perszturan Daerah ini mulai berleku sejak diundangkan dalam Lembaran
D=erzh Propinsi Daerah Tingkat I Jambi,

Jambi, 27 Juni 19'91.

LY F=RWAKTLAN RAKYAT DAERAH
ISIFDIST DAERAH TINGKAT I JAMBI
Ketua,
dto
SCEPOM O

mmitenrican dalam Lembaran Daerah

miimsd Daerah Tingkat I Jambi
il F=12-1581 Noal52 Seri D No.l44
p=ris Wilayah/Daersh

dto
e SSDURRAHVAN SAYUTI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAUBI.

dto
MASJCHUN SOFWAN  SH.
Disyahkan oleh Menteri Dalam Negerdi
tanggal 20=11=1081 NoW140,25~809
MENTERT DALAM NEGERI.
dt o '
AMIRMACHMUD.



PENJELASAN
PERATURAN DATRAH PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBY
NOMOR & 11 TAHUN 1981
TENTANG

TATE CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
' ' DES A

I. PENJELASAN UMUY.

~ Peraturan Daersh ini adalah untuk pelaksanaan Undange=undang
Noe5 Tahun 1979 dan Peraturan Nemteri Dalam Negeri No«6 Tohun =
1981 tenteng Tata Cara Pemilihen, Pengesahan, Pengangkatan, Pem
berhentisn Sementsra dan Perberhentian Kepala Desa.

~ Penyempurnaan dzn perbaikan penyelenzgaraan Pemerintahan ada
lah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kepictan penyeleng
garaan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan me
ningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuni dengan tingkat -
pembangunan dewagsa ini.

- IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
“Pasal 3 cukup jelas,
Pasal & cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.
Pagsal 7 cukup jelas.
Pasal B cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
Pasal 11 cukup jelase
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukup jelas,
Pasal 15 cukup jelase
Pasal 16 cukup jelas.
Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukup jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Pagal 20 cukup jelas.
Pasal 21 cukup jelase
Fasal 22 oukup jelas,
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 28 cukup jelas.
Pasal 25 cukup jelas.
Pasal 26 cukup jelas.
Pasal 27 cukup jelas.
Pasal 28 cukup jelas.
Pasal 29 cukup jelas.
Pasal 30 cukup jelas.
Pasal 31 cukup jelase.
Pagal 32 cukup jelas.
Pasal 33 cukup jelas.
Pasal 34 cukup jelas.




